BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.922 , 2021

KEMENKEU. Penetapan. Maksimum. Pencairan.
PNBP. Pencabutan.
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TENTANG

TATA CARA PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang

BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk percepatan realisasi belanja kementerian
negara/lembaga yang sumber dananya berasal dari
penerimaan negara bukan pajak dan modernisasi
pelaksanaan anggaran, perlu melakukan optimalisasi
penggunaan sistem teknologi dan informasi dan
simplifikasi proses dalam penetapan maksimum
pencairan penerimaan negara bukan pajak;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara

Bukan Pajak;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6563);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian
negara/lembaga negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan
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(1)

(2)

bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau
unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme APBN.

Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang selanjutnya disebut MP PNBP adalah batas tertinggi
pencairan anggaran belanja negara yang sumber dananya
berasal dari PNBP pada DIPA yang dapat digunakan,
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2
Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari
PNBP dilakukan berdasarkan MP PNBP.
MP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP

dalam DIPA.
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Pasal 3

(1) MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana
PNBP tahun anggaran berjalan;

b. realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana
PNBP tahun anggaran sebelumnya;

c. proyeksi setoran PNBP tahun anggaran berjalan;
rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun
anggaran berjalan; dan

e. hasil monitoring dan evaluasi.

(2) Realisasi setoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b memperhitungkan pengembalian
PNBP.

(3) MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
diatur dengan ketentuan:

a. tahap I paling besar 60% (enam puluh persen) dari
pagu DIPA sumber dana PNBP;

b. tahap II paling besar 80% (delapan puluh persen)
dari pagu DIPA sumber dana PNBP; dan

c. tahap Il paling besar 100% (seratus persen) dari

pagu DIPA sumber dana PNBP.

Pasal 4
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran sumber dana
PNBP mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN POLA PENGGUNAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 5
(1) Pola penggunaan PNBP pada Kementerian

Negara/Lembaga dilaksanakan secara tidak terpusat.



